
Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 1 dari 7

Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Blitar

LEVEL: STRATEGIS DAERAH

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Kesejahteraan
anggota koperasi dan pelaku
UKM (KOPUKM)

IK : Nilai Tambah Bruto
Koperasi dan UMKM

Kepala Dinas - Nilai Tambah Bruto
Koperasi dan
UMKM

Dinkop UKM Propinsi Jawa Timur
dan BPS

LEVEL: URUSAN SUBURUSAN

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Koperasi yang
Berkualitas

IK : Persentase Koperasi
Berkualitas (Berdasarkan
RAT, Volume Usaha dan
Aset)

Kepala dinas Pendataan Persentase
Koperasi
Berkualitas
(Berdasarkan RAT,
Volume Usaha dan
Aset)

Dinkop UKM Propinsi Jawa Timur

2 Meningkatnya Laba Usaha
Mikro

IK : Persentase Usaha Mikro
yang labanya meningkat

Kepala Dinas Pendataan Persentase Usaha
Mikro yang labanya
meningkat

Dinkop UKM Propinsi, BPS

LEVEL: TAKTIKAL PROGRAM



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 2 dari 7

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya kinerja
pengelolaan koperasi

IK : Persentase Koperasi
Aktif

Kepala Bidang Pendampingan, Sosialisasi Persentase
Koperasi Aktif

BPS

2 Meningkatnya kualitas layanan
izin usaha simpan pinjam

IK : Persentase koperasi
yang memiliki izin usaha
simpan pinjam

Kepala Bidang Fasilitasi dan pendampingan Persentase
koperasi yang
memiliki izin usaha
simpan pinjam

-

3 Meningkatnya Produktivitas
Koperasi

IK : Presentase
peningkatan volume usaha
koperasi

Kepala Bidang Fasilitasi Promosi, penilaian
usaha/Produk

Presentase
peningkatan
volume usaha
koperasi

Dinkop UKM Propinsi

4 Meningkatnya kualitas SDM
Perkoperasian

IK : Presentase koperasi
yang diberikan dukungan
fasilitasi pelatihan

Kepala Bidang Pelatihan, Pendampingan Presentase
koperasi yang
diberikan
dukungan fasilitasi
pelatihan

Dinkop UKM Propinsi

5 Meningkatnya pembinaan dan
pengawasan koperasi

IK : Presentase
pengawasan dan
pemeriksaan koperasi

Kepala Bidang Pengawasan Presentase
pengawasan dan
pemeriksaan
koperasi

-

6 Meningkatnya kapasitas UMKM
yang tangguh dan mandiri

IK : 1. Persentase Usaha
mikro yang bertransformasi
dari informal ke formal;
IK : 2. pertumbuhan
wirausaha

Kepala bidang Pendampingan, Pelatihan 1. Persentase
Usaha mikro yang
bertransformasi
dari informal ke
formal; 2.
pertumbuhan
wirausaha

Dinkop UKM Propinsi

7 Meningkatnya Daya Saing
UMKM

IK : Proporsi UMKM yang
Menjalin kemitraan dan
ekspor

Kepala Bidang Fasilitasi Kemitraan, Seleksi
Produk Unggulan

Proporsi UMKM
yang Menjalin
kemitraan dan
ekspor

Dinkop UKM Propinsi



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 3 dari 7

LEVEL: TAKTIKAL KEGIATAN

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya penilaian
kesehatan koperasi

IK : Persentase koperasi
yang dinilai kesehatannya

Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Persentase
koperasi yang
dinilai
kesehatannya

-

2 Meningkatnya pemenuhan
kriteria perijinan usaha simpan
pinjam

IK : Persentase ijin usaha
koperasi simpan pinjam
yang direkomendasikan
penerbitannya

Kepala Bidang Fasilitasi, Pendampingan,
Pendataan

Persentase ijin
usaha koperasi
simpan pinjam
yang
direkomendasikan
penerbitannya

-

3 Meningkatnya kemampuan
nilai produksi koperasi

IK : Jumlah nilai produksi
koperasi

Kepala Bidang Pendampingan, Fasilitasi
Promosi, Kemitraan

Jumlah nilai
produksi koperasi

-

4 Meningkatnya kapasitas SDM
Koperasi

IK : Persentase
peningkatan kapasitas SDM
koperasi

Kepala Bidang Pelatihan, Pembinaan Persentase
peningkatan
kapasitas SDM
koperasi

-

5 Meningkat nya penguatan tata
kelola kelembagaan koperasi

IK : Persentase koperasi
yang dibina tata kelola
kelembagaannya

Kepala Bidang Sosialisasi, Bimtek Persentase
koperasi yang
dibina tata kelola
kelembagaannya

-

6 Meningkatnya legalitas dan
kualitas pengelolaan keuangan
Usaha Mikro

IK : Persentase UM yang
memenuhi kriteria legalitas
dan pengelolaan keuangan

Kepala Bidang Fasilitasi, Pembinaan, Pendataan Persentase UM
yang memenuhi
kriteria legalitas
dan pengelolaan
keuangan

-

7 Meningkatnya Omzet Usaha
Mikro

IK : Persentase
Peningkatan Omzet Usaha
Mikro

Kepala Bidang Fasilitasi, Pendampingan Persentase
Peningkatan Omzet
Usaha Mikro

-



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 4 dari 7

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

8 Meningkatnya wirausaha
pemula menjadi wirausaha
mapan

IK : Persentase
peningkatan wirausaha
pemula menjadi wirausaha
mapan

Kepala bidang Fasilitasi Kemitraan, Seleksi
Produk Unggulan

Persentase
peningkatan
wirausaha pemula
menjadi wirausaha
mapan

-

LEVEL: OPERASIONAL

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Terlaksananya penilaian
permodalan koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
dinilai modal usahanya

Pejabat Fungsional / Staf Pendataan Jumlah koperasi
yang dinilai modal
usahanya

-

2 Terlaksananya penilaian kinerja
keuangan koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
dinilai kinerja keuangannya

Pejabat Fungsional / Staf Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah koperasi
yang dinilai kinerja
keuangannya

-

3 Terlaksananya penilaian profil
resiko koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
dinilai profil resikonya

Pejabat Fungsional / Staf Ppenilaian profil resiko koperasi Jumlah koperasi
yang dinilai profil
resikonya

-

4 Terlaksananya pendampingan
update NIK

IK : Jumlah koperasi yang
didampingi update NIK
IK : Jumlah koperasi yang
didampingi update NIK

Pejabat Fungsional / Staf Pendampingan Jumlah koperasi
yang didampingi
update NIK

-

5 Terlaksananya fasilitasi izin
usaha koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
difasilitasi penerbitan
badan hukumnya

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Pendampingan Jumlah koperasi
yang difasilitasi
penerbitan badan
hukumnya

-

6 Terlaksananya pendataan
koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
didata

Pejabat Fungsional / Staf Pendataan Jumlah koperasi
yang didata

-



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 5 dari 7

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

7 Terlaksananya Fasilitasi sarana
prasarana produksi koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
mendapatkan Fasilitasi
sarana prasarana produksi
koperasi

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Jumlah koperasi
yang mendapatkan
Fasilitasi sarana
prasarana produksi
koperasi

-

8 Terlaksananya pendampingan
standarisasi produk koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
mendapatkan
pendampingan standarisasi
produk koperasi

Pejabat Fungsional / Staf Pendampingan Jumlah koperasi
yang mendapatkan
pendampingan
standarisasi produk
koperasi

-

9 Terlaksananya kurasi produksi
koperasi

IK : jumlah koperasi yang
mendapatkan kurasi
produk

Pejabat Fungsional / Staf Seleksi Produk jumlah koperasi
yang mendapatkan
kurasi produk

-

10 Terlaksananya fasilitasi
promosi pemasaran koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
difasilitasi pemasaran
(Online dan Ofline)

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Promosi bagi koperasi Jumlah koperasi
yang difasilitasi
pemasaran (Online
dan Ofline)

-

11 Terlaksananya kemitraan
lembaga Pembiayaan dengan
koperasi

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Kemitraan Jumlah koperasi
yang
melaksanakan
kemitraan
pembiayaan

Lembaga Pembiayaan

12 Terlaksananya kemitraan
lembaga Pembiayaan dengan
koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
melaksanakan kemitraan
pembiayaan

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Kemitraan Jumlah koperasi
yang
melaksanakan
kemitraan
pembiayaan

Lembaga Pembiayaan

13 Terlaksananya pembinaan SDM
koperasi

IK : Jumlah SDM koperasi
yang mendapatkan
pembinaan

Pejabat Fungsional / Staf Pelatihan Jumlah SDM
koperasi yang
mendapatkan
pembinaan

-



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 6 dari 7

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

14 Terlaksananya pembinaan SDM
pengelola aset koperasi

IK : Jumlah SDM koperasi
yang mendapatkan
pembinaan pengelolaan
aset koperasi

Pejabat Fungsional / Staf Pelatihan Jumlah SDM
koperasi yang
mendapatkan
pembinaan
pengelolaan aset
koperasi

-

15 Terlaksananya pemeriksaan
laporan keuangan dan aset
koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
diperiksa laporan keuangan
dan laporan aset koperasi

Pejabat Fungsional / Staf Pemeriksaan Jumlah koperasi
yang diperiksa
laporan keuangan
dan laporan aset
koperasi

-

16 Terlaksananya pengawasan
kelembagaan koperasi

IK : Jumlah koperasi yang
diawasi kelembagaannya

Pejabat Fungsional / Staf Pengawasan Jumlah koperasi
yang diawasi
kelembagaannya

-

17 Terlaksananya Pembinaan dan
Pendampingan pengurusan
legalitas usaha

IK : Jumlah fasilitasi
legalitas usaha

Pejabat Fungsional / Staf Pembinaan, Pendampingan Jumlah fasilitasi
legalitas usaha

-

18 Terlaksananya pembinaan
pengelolaan keuangan

IK : jumlah UM yang dibina Pejabat Fungsional / Staf Pembinaan jumlah UM yang
dibina

-

19 Terlaksananya pendataan UM IK : jumlah UM yang didata Pejabat Fungsional / Staf Pendataan jumlah UM yang
didata

-

20 Terlaksananya pembinaan SDM
UM

IK : Jumlah SDM UM yang
mendapatkan pembinaan

Pejabat Fungsional / Staf Pelatihan Jumlah SDM UM
yang mendapatkan
pembinaan

-

21 Fasilitasi sarana prasarana
produksi bagi Usaha Mikro

IK : Jumlah Pelaku Usaha
Mikro yang mendapatkan
fasilitasi sarana prasarana
produksi

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Jumlah Pelaku
Usaha Mikro yang
mendapatkan
fasilitasi sarana
prasarana produksi

-



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 7 dari 7

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

22 Terlaksananya pendampingan
standarisasi produk UM

IK : Jumlah koperasi yang
mendapatkan
pendampingan standarisasi
produk UM

Pejabat Fungsional / Staf Pendampingan Jumlah koperasi
yang mendapatkan
pendampingan
standarisasi produk
UM

-

23 Terlaksananya fasilitasi
promosi pemasaran usaha
mikro

IK : Jumlah Usaha Mikro
yang difasilitasi pemasaran
(Online dan Ofline)

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Promosi Jumlah Usaha
Mikro yang
difasilitasi
pemasaran (Online
dan Ofline)

-

24 Terlaksananya kemitraan
lembaga Pembiayaan dengan
UM

IK : Jumlah UM yang
melaksanakan kemitraan
pembiayaan

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi Kemitraan Jumlah UM yang
melaksanakan
kemitraan
pembiayaan

Lembaga Pembiayaan

25 Terlaksananya seleksi dan
penilaian produk unggulan
usaha mikro

IK : Jumlah produk Usaha
Mikro yang di kurasi

Pejabat Fungsional / Staf Seleksi Produk Unggulan Jumlah produk
Usaha Mikro yang
di kurasi

-

26 terlaksananya fasilitasi
kemitraan Penyedia Bahan
Baku dengan Usaha Mikro

IK : Jumlah Usaha Mikro
yang difasilitasi kemitraan
penyediaan bahan baku

Pejabat fungsional / Staf Fasilitasi Kemitraan Jumlah Usaha
Mikro yang
difasilitasi
kemitraan
penyediaan bahan
baku

-



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 1 dari 4

Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Blitar

LEVEL: STRATEGIS DAERAH

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Kesempatan dan
Produktifitas Tenaga Kerja

IK : Tingkat Kesempatan
Kerja
IK : Tingkat Produktifitas
Tenaga Kerja

Kepala Dinas - Tingkat
Kesempatan Kerja
dan Tingkat
Produktifitas
Tenaga Kerja

BPS, Disnakertrans Propinsi Jawa
Timur

LEVEL: URUSAN SUBURUSAN

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Partisipasi
Angkatan Kerja

IK : Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)

Kepala Dinas - Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

BPS

2 Menurunnya Permasalahan
Ketenagakerjaan

IK : Persentase penurunan
Permasalahan
Ketenagakerjaan

Kepala Dinas - Persentase
Penurunan
Permasalahan
Ketenagakerjaan

Perusahaan se-Kota Blitar

LEVEL: TAKTIKAL PROGRAM



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 2 dari 4

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Produktifitas
Tenaga Kerja

IK : Persentase Tenaga
Kerja di sektor prioritas
yang meningkat
produktifitasnya

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan

Pelatihan, Pendampingan,
Pendataan

Persentase Tenaga
Kerja di sektor
prioritas yang
meningkat
produktifitasnya

BLK se Kota Blitar,
Dispendukcapil

2 Meningkatnya Penempatan
Tenaga Kerja

IK : Persentase Tenaga
Kerja yang ditempatkan

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan

Sosialisasi, Informasi Pasar Kerja,
Magang

Persentase Tenaga
Kerja yang
ditempatkan

LPK, Sekolah Kejuruan,
Perusahaan

3 Meningkatnya kepatuhan
perusahaan terhadap
peraturan ketenagakerjaan

IK : Persentase perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan

Bimtek, Sosialisasi,
Pendampingan

Jumlah Pekerja
pada Perusahaan
yang menerapkan
perlindungan hak
hak pekerja dan
dialog sosial

Perusahaan se-Kota Blitar

LEVEL: TAKTIKAL KEGIATAN

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Meningkatnya Sertifikasi
Kompetensi pencari kerja

IK : Persentase pencari
kerja yang bersertifikat
SKKNI/standart kompetensi
nasional lainnya

Kepala Bidang Pelatihan Persentase pencari
kerja yang
bersertifikat
SKKNI/standart
kompetensi
nasional lainnya

BLK



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 3 dari 4

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

2 Meningkatnya Penempatan
tenaga kerja melalui Informasi
Pasar Kerja

IK : Jumlah Pencari Kerja
yang ditempatkan melalui
informasi pasar kerja
IK : Jumlah pencari kerja
ditempatkan melalui
sistem magang dan Bursa
Kerja Khusus (BKK)

Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja, Magang 1. Jumlah Pencari
Kerja yang
ditempatkan
melalui informasi
pasar kerja 2.
Jumlah pencari
kerja ditempatkan
melalui sistem
magang dan Bursa
Kerja Khusus (BKK)

LPK, Sekolah Kejuruan,
Perusahaan

3 Meningkatnya Perlindungan
ketenagakerjaan

IK : Jumlah perusahaan
yang memberi
perlindungan
ketenagakerjaan

Kepala Bidang Sosialisasi, Pendampingan, Jumlah perusahaan
yang memberi
perlindungan
ketenagakerjaan

Perusahaan, BPJS
Ketenagakerjaan

LEVEL: OPERASIONAL

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

1 Terlaksananya Fasilitasi
Perencanaan Tenaga Kerja

IK : Jumlah Dokumen
Rencana Tenaga Kerja
Makro yang tersusun

Pejabat Fungsional Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Rencana Tenaga
Kerja Makro yang
tersusun

-

2 Terlaksananya pelatihan
Pencari Kerja berdasarkan
standart kompetensi nasional
indonesia (SKKNI)/standart
kompetensi nasional lainnya

IK : Jumlah peserta
pelatihan SKKNI

Pejabat Fungsional / Staf Pelatihan Jumlah peserta
pelatihan SKKNI

LPK

3 Terlaksananya pelatihan SDM
BLK berdasarkan standart
kompetensi nasional indonesia
(SKKNI)/standart kompetensi
nasional lainnya

IK : Jumlah SDM BLK
peserta pelatihan SKKNI

Pejabat Fungsional / Staf Pelatihan Jumlah SDM BLK
peserta pelatihan
SKKNI

LPK



Pohon Kinerja Pemerintah Kota Blitar Halaman 4 dari 4

No Sasaran Indikator Dilakukan Oleh Bentuk Kegiatan Outcome Crosscutting Dengan

4 Terlaksananya pendataan
pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi

IK : Jumlah pencari kerja
yang memiliki sertifikat
kompetensi

Pejabat Fungsional / Staf Pendataan Jumlah pencari
kerja yang memiliki
sertifikat
kompetensi

LPK, BPS

5 Terlaksananya Job Fair IK : Jumlah Lowongan Kerja
yang terinformasikan
melalui Job Fair

Pejabat Fungsional / Staf Bursa Kerja Jumlah Lowongan
Kerja yang
terinformasikan
melalui Job Fair

Perusahaan

6 Terlaksananya Bursa Kerja
Khusus (BKK)

IK : Jumlah lowongan kerja
melalui BKK

Pejabat Fungsional / Staf Bimbingan dan Penyuluhan Jumlah lowongan
kerja melalui BKK

Sekolah Kejuruan

7 Terlaksananya Kemitraan
Magang Kerja

IK : Jumlah
Kesepakatan/MoU dengan
Lembaga Penyedia Tenaga
Kerja yang Terstandarisasi

Pejabat Fungsional / Staf Kerjasama Magang Jumlah
Kesepakatan/MoU
dengan Lembaga
Penyedia Tenaga
Kerja yang
Terstandarisasi

Perusahaan

8 Terlaksananya pendataan
perusahaan yang memiliki
sarana hubungan industrial

IK : Jumlah perusahaan
yang memiliki sarana
hubungan industrial

Pejabat Fungsional / Staf Pendataan Jumlah perusahaan
yang memiliki
sarana hubungan
industrial

Perusahaan

9 Terlaksananya Pencegahan
Perselisihan Hubungan
Industrial

IK : Jumlah perselisihan
hubungan industrial yang
dicegah

Pejabat Fungsional / Staf Pendampingan, Sosialisasi dan
Bimtek

Jumlah perselisihan
hubungan
industrial yang
dicegah

Perusahaan

10 Terlaksananya Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial

IK : Jumlah Perkara
hubungan industrial yang
diselesaikan

Pejabat Fungsional / Staf Pendampingan, Mediasi Jumlah Perkara
hubungan
industrial yang
diselesaikan

Perusahaan, Pekerja

11 Terlaksananya jaminan sosial
ketenegakerjaan

IK : Jumlah tenaga kerja
yang mendapatkan
jamsostek

Pejabat Fungsional / Staf Fasilitasi kegiatan,
pendampingan, sosialisasi

Jumlah tenaga
kerja yang
mendapatkan
jamsostek

BPJS Ketenagakerjaan,
Perusahaan
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